Menimbang

Mengingat

BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR: 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan
instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian

intern yang efektif dan efisien di lingkungan
Pemerintahan Daerah, perlu menerapkan manajemen
risiko;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penerapan Manajemen risiko;

. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6257);



4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 6322); -

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1 b
2
3.

10.

1

12,

Daerah adalah Kabupaten Pinrang;

Bupati adalah Bupati Pinrang;

Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut
Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah yang merupakan unsur
pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah,

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian
tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah,;

Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja
yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko risiko;

Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau
pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah
daerah dan perangkat daerah;

Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian
yang sudah ada;

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya
dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status
risikonya;

Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan,
mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat
berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.



13.

14.

15.

16.

1 i

18,

19.

20.

21.

(1)

(2)

Internalisasi pengelolaan Risiko Rencana Tindak Pengendalian yang
selanjutnya disingkat RTP adalah wuraian tentang kegiatan
pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Selera Risiko adalah tingkat Risiko yang bersedia diambil instansi
dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang
dikehendakinya.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan;

Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode
S (lima) tahun;

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
disepakati dengan DPRD;

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi
pejabat/seluruh pegawai pada Pemerintah Daerah untuk melakukan
pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam
mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
Pemerintah Daerah.



BAB III
PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
(1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas :
a. tujuan strategis Pemerintahan Daerah;
b. tujuan strategis Perangkat Daerah, dan
¢. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
(2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui :
a. pengembangan budaya sadar Risiko;
b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4
(1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi
Pemerintah Daerah;
(2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui :
a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di Perangkat
Kerja;
b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan
keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang
mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko.
(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, berupa:
a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5
(1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan

Risiko, yang terdiri atas: :

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah;

c. Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko
(UPR);

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan



e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

(2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, berwenang menetapkan arah
kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(4) Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah sebagai UPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertanggung jawab melakukan
pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.

(S) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, memantau pelaksanaan pengelolaan
Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat
Daerah.

(6) Inspektur  Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berwenang memberikan
keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah.

(7) Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6
(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko dibentuk komite
pengelolaan Risiko.
(2) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Bupati sebagai Ketua;
b. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
sebagai koordinator merangkap anggota; dan
c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 7

Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki

tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah
Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah

Bagian Keempat
Unit Pengelolaan Risiko

Pasal 8
UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko terdiri atas:
a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
b. UPR tingkat eselon II; dan
c. UPR tingkat eselon III dan eselon IV/Sub Koordinator



Pasal 9

(1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a memiliki tugas:

a.

b.

d.

e.

menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah
Daerah;

menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah
Daerah;

melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;

melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil
identifikasi dan analisis Risiko; dan

menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

(2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
memiliki tugas:

a%

b.

c+

d.

c.

menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada
Perangkat Daerah masing-masing;

menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II
pada Perangkat Daerah masing-masing;

melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;

melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil
identifikasi dan analisis Risiko; dan

menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

(3) UPR tingkat eselon Il dan eselon IV/Sub Koordinator sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ memiliki tugas:

ai

b.

melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran kegiatan;

melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil
identifikasi dan analisis Risiko; dan

menatausahakan proses pengelolaan Risiko

Bagian Keempat
Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

(1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:

°pogp

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
penilaian Risiko;
kegiatan pengendalian;

. informasi dan komunikasi; dan

pemantauan.

(2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode
penerapan selama 1 (satu) tahun.



(4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara
keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan
dengan proses bisnis organisasi

Paragraf 2
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperlukan untuk
menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam
mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada
tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan
dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3

Penilaian Risiko

Pasal 12

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf
b dimaksudkan untuk mengidentiflkasi Risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan
merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk
memperkecil Risiko.

(2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
atas:

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

(3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan
bersamaan dengan proses penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah Daerah atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

(4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan
bersamaan dengan proses penyusunan rencana strategis Perangkat
Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra OPD.

(5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan
bersamaan dengan proses penyusunan rencana kegiatan anggaran
Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA OPD.

Pasal 13
(1) Proses penilaian Risiko meliputi:
a. penetapan konteks/tujuan;
b. Identifikasi Risiko; dan
c. Analisis Risiko.



(2) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan
sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

(3) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan
yaitu:

a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
c. konteks operasional (kegiatan).

(4) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan
strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen
rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(5) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf b ditetapkan berdasarkan
tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

(6) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢ ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang
tercantum dalam dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat
Daerah.

Pasal 14
(1)Penetapan Kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman
yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko
(2)Kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. skala dampak Risiko;
b. skala kemungkinan Risiko; dan
c. skala tingkat Risiko.

Pasal 15
(1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah
yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis

(entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan)

Perangkat Daerah.

(2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan:

a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian
tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumbcr Risiko, dan dampak
Risiko; dan

b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 16
(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf ¢
merupakan langkah untuk mcnentukan nilai dari suatu sisa Risiko
dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai infomasi untuk
menciptakan RTP.



(3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
b. memvalidasi Risiko;
c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang
dibutuhkan; dan
d. menyusun RTP.
Paragraf 4
Kegiatan Pengendalian

Pasal 17
(1) kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf ¢ merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
(2) implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan:
a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat
berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5
Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

(1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat
komunikasi internal dan ekstemal yang efektif dalam setiap tahapan
pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelernahan lingkungan
pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan
pengendalian.

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana
informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan
Risiko.

Paragraf 6
Pemantauan

Pasal 19

(1)Pemantauan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e
dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pimpinan secara berjenjang berdasarkan struktur pengelolaan risiko.

(3)Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh
Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

(4)Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh
Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan
Risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
lainnya.



BAB IV
PELAPORAN

Pasal 20
(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, disusun
laporan pengelolaan Risiko.

(2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi;
a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan.

(3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian Risiko .yang
terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian
Risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional
Perangkat Daerah.

(4) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada
Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.

(5) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen RTP.

(6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dilakukan secara triwulanan, dan tahunan
disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris
Daerah dan Unit Kepatuhan.

(7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, untuk tingkat Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk
tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat
Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat eselon II.

(8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, dilakukan secara tahunan
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris
Daerah.



BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pinrang

Ditetapkan di Pinrang

pada tanggal 24 okfober 26272
BUPATI PINRANG,

IIWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 24 ok#bes 2022

SEKRETARIS DAERAH KAB. PINRANG,

BUDA

BERITA RAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 NOMOR 32



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN

MANAJEMEN RISIKO
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat
(1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian
Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah diperlukan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
pada Pemerintah Kabupaten Pinrang.
B. Tujuan Penyusunan Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:
1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
Pemerintah Daerah; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta
memantau aktivitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah
Daerah

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas penyelenggraan pengendalian
intern, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan risiko dengan
mempertimbangkan aspek biaya manfaat (Cost and benefit), kejelasan kriteria
dan metodologi penilaian risiko, struktur Pengelola Risiko, perkembangan
teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis
Pemerintah Daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena
itu, kebijakan pengelolaan Risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan
gistem pengelolaan Risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk
membangun budaya sadar Risiko. Dalam rangka pengendalian intern yang
konsisten dan  berkelanjutan perlu dibuat kebijakan pengaturan
penyelenggaraan pengelolaan manajemen Risiko Pemerintah Daerah yang
dituangkan dalam Peraturan Bupati ini.

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggraan pengelolaan Risiko dilingkup
pemerintah Kabupaten Pinrang, meliputi :



A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko
Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan
strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat daerah,
dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah:

1.

Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan  Risiko  strategis Pemerintah  Daerah  bertujuan
mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis
Pemerintah Daerah vyang tertuang dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pengelolaan Risiko strategis
tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati,
dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah
Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan
Risiko-Risiko priorit.as atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat
Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat
Daerah. Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh
masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran
manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko tingkat eselon II dan UPR
tingkat eselon III dan eselon IV/Sub Koordinator.

Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan  Risiko operasioal Perangkat Daerah  bertujuan
mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam
dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti
Penetapan Kinerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah. pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Daerah
dilakukan oleh masing-masing Pimpinan perangkat Daerah bersama
jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR tingkat eselon II dan Unit
Pemilik Risiko tingkat eselon Ill dan eselon [V /Sub Koordinator.

B. Penetapan struktur analisis Risiko
Penetapan struktur analisis Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang
sama bagi pihak.-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup
Pemerintah Daerah mengenai aspek-aspek pengelolaan Risiko, yang antara

lain meliputi:

1.

Sumber Risiko, berasal dari internal dan eksternal. Risiko yang berasal
dari factor ekstemal misalnya peraturan perundang-undangan baru,
perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Risiko
yang berasal dari factor internal misalnya keterbatasan dana operasional,



sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak
memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja
yang tidak kondusif

dampak Risiko, diidentiftkasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat
yang ditimbulkan seandainya peristiwa/ kejadian yang menghambat
pencapaian tujuan terjadi.

. pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh

dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian

tujuan.

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang
sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risike di lingkup
pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko

yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai
tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat

diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian
risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu :

i

Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko.
Sebagai contoh kategori dampak risiko dapat diilustrasikan sebagai
berikut :

t signifikan / 4 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat

Sangat besar signifikan

Signifikan [ Besar 3 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
tinggi/ signifikan

Kurang signifikan | Kecil 2 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
rendah/kurang signifilkan

Tidak signifikan / Sangat 1 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak

kecil signifikan

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan

operasionalisasi dampak yang lebih rinci sebagai berikut:

Sangat Tinggi 4 Kerugian Kegiatan terhent, | MNegatif, tersebar | Pelanggaran
sangat besar | tujuan tidak luas di banyak serius, terkena
tercapal : media ganlsl
Tinggi 3 Kerugian Kegiatan sangat Negatif, tersebar | Pelanggaran
besar terhambat, kurang | dibeberapa serius, sanksi
efektif media T
I ~ nasional /lolal
Rendah 2 Kerugian Kegiatan Negatif, terdapat | Pelanggaran
culup begar | terhambat, kurang | pemberitaan biasa, sanksi
efisien tertulis
Sangat Rendah 1 Kerugian Ada hambatan Ada pemberitaan | Pelanggaran
kecil, kurang | keglatan, namun negatif, namun biasa, sanksi
material tertangani tidak material teguran




Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk
menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko.
Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat diilustrasikan sebagai
berikut :

SR
Hred

I-ta.mp:.r paatl terjadi/ 4 Kenmnglﬂnan t.cr_ladmyn RIEJkﬂ aa.ugat {lebih dari TD%

Sangat sering atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)

Kemungkinan besar f 3 Kemunglinan terjadinya Risiko sering (sebesar

sering terjadi 41-70% atau 4 ad 7 kali dalam 10 Tahun)

Kemungkinan kecil / 2 Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar

jarang 11-40% atau 1 sd 4 kali dalam 10 Tahun)

Sangat Jarang 1 Kemungkinan terjadinya Risiko rendah /kecil {sebesar
0-10% atau 1 kali dalam 10 Tahun)

Pf:rangkat Daerah dapat juga mcnggunakan skala dengan mcnggunakan

Sangat acrmg, hﬂ.mpir past Dapat teljad: beherapa kali
terjadi [Probabilitas > 75%]) dalam 1 tahun
Sering terjadi, (Probabilitas > Kemungkinan terjadi sekali
50% s.d 75%) dalam 1 tahun
Jarang 2 | Kemungkinan terjadi, meskipun Kemungkinan terjadi sekali
kecil, (Probabilitas > 20% s.d 75%) dalam 5-10 tahun ]
Sangat 1 Sangat jarang terjadi Kemungkinan terjadi sekali
Jarang (Probabilitas < 209%) dalam 10-20 tahun

3. Skala Nilai Risiko (Matriks Risiko)

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor
dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk
menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar

pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima
maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima.
Contoh tabel pl:rhltungan Skala Nilai ijku ar:bagm berikut :

2y i % FRRSD T i T G S T R e S
b et SR U : | -*]“:f ““ﬁ'.lx S .
1-4 Rendah Dapat diterima Tidak diperhukan tindakan
4,01 -8 Sedang Diperlukan Disarankan diambil
Pengendalian yang lebih tindakan jika tersedia
baik sumber daya
8,01-12 Tinggi Harus Menjadi Diperlukan tindakan untuk
perhatian manajemen mengelola Risiko
12,01 - 16 Sangat Tinggi Tidak dapat diterima Diperlukan tindakan segera
untuk mengelola Risiko




Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan acceptable/
unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala
dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/risk appetite
yang telah ditentukan. Kategori nilai risiko dan operasionalisasinya dapat
diilustrasikan sebagai berikut :

~ MATRIKS
ANALISIS RISIKO

Dampak/Monsekuensi

Tidak Sangat

Kecil

Hampir pesti

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang

memerlukan penanganan/respon risiko pemerintah daerah dipengaruhi
oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah. Dalam
tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange} merupakan
area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan
prioritas yang sangat tinggi (unacceptable risk). Selanjutnya, untuk

kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya {unacceptable risk,
sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan
risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (acceptable risk).
D. Waktu, Tahapan dan Pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai
berikut :

1 Prosca Proses . - Komi
Pemyusunan Penyusunan Kebipakan Rinikoo dan kehijakan
RPJMD Satu RPJMD penilaian risiko 5 - Bekda selaku UPR penilaian risike 5
Tahun acheham tabhmnan Pemda (Kepala Daerah tahunan
EPJMD 5 Penyusunan risiko dan Kepala OFD/SKPD| Daftar Risilko dan
Tahunan berjalan Strategis Pemda RTP Strategis Pemda
a/d RPIMD
ditetapkan
Proaes Proses Penyusunan Risiko | - Komite Pengelolaan Draftar Risiloo dian
Penyusinan PENyUSUNAN Strategis (Entitas) Risiko RTP Stratcgis
Renstra OPD (Satu | Renstra OPD | OPD - Sekda selaku (Entitas) OPLD
tahun sebelam Koordinator UPR Tingloat
RPJMD 5 tahunan Eselon 111 (Kepala




berjalan s/d

OPD/SKPD dan

RRIMD Kabag/Kabid OPD)
ditetapkan)
Januari-Mei Penyusunan | Arahan dan - Komite Pengelolaan Dokumen Arahan
Tahun 201x-1 RKFD dan Kebijakan Riailoo dan Kebijalkan
Renja OFD penilatan risilo penilalan risko
tahunen tahunan
Agustus- Penyusunan Penyusunan Rislko | - Kepala OPD Daftar Risiko dan
September ber REA OFD Operasional OFD - Unit Pemilik Risiloy ETP Operasional
201=-1 (Penetapan Pengkomunikasian | Tingkat Eselon [T & IV OFD
rencana Risiko dan RTP aFD
sasaran
Pagm
ARgRAran per
kegiatan)
Oktober tahun Penyusunan Penyusunan atau - Kepala OPD - Perbaikan RTP
201X-1 RAFBD, Revisl 30PF - Komite Pengelolagan - KS0F
Perda AFBD Penghomunikasian | Risiko - Motulen
HNovember- Penyu sunan perubahan KSOP - UPR Tinghkat Pemda Pengkomunikasian
Desember tahun Rancangan Tingkat Esclon I, I, 11T - Finalisasi Daftar
201X-1 DFA OFD dan IV Risiko dan RTF
dan - Bekda selaku
Penetapan Koordinator
DPA-OFD
Januari ad Pelaksanasn Penyusunan atau - Komite Pengelolaan - K8OF
Desember tahun APBD penyempurnann Risiko - Bukti pelaksanaan
01X KS0F (Tindak - UPR Tingkat Pemda, KS0p
Lanjut RTF) Tingkat Eselon I, T, 1T,
Pelaksanaan KSOP | dan IV
- Kepala OPD
- Pelaksana Program dan
Keplatan
Berkala Pelaporan dan - UPR Tingicat Pemea, - Form Monitoring
[Triwulamnan) menitoring risiko Tingkat Eselon I, IT, 1T, Rigilo
dan KS0P dan IV - Form Monitoring TL
Pemantauan - Unit Kepatahan RTP
kinerja, risiko, dan | - Seloda selalki - Notulen Rapat
efelitivitan KSOP Koordinator - Laporan
yang dibangun = Unit Kepatuhan pemantauan
Pengelolaan Risiko triwulanan, tahunan,
5 tahunan)
Jumi-Juli Tatun Penyusunan Reviu dan - UFER Pemda (Kepala Daftar Risiloo dan
2001% KUA PPAS pemutakhiran Daerah dan Kepala ETF Strategis Pemda
[Penetapan Risilco Strategis OFD/SKPD) yang dimutakhirkan
EREATAN Pemda - Sekda selaky
makro dan Catatan : koordinator
pagu Risdken Strategis
ANggEaTan Pemda akan
Pemda) direwiu dan
dimutakhirkan
setiap tahun
Agustus- Penyusinan Reviu dan - Kepala Daerah Daftar Risiko dan
September Tahun | REA-OPD pemutakhiran - Sekda selaku RTF Strategis
201X {Penetapan Risiko Strategis Koordinator (Entitas) OFD yang
TENCRIE (Entitas) QP - Unit Pemilik Risiko dirmutakhirkan
sasaran & Catatam : Tingkat Eselon 1, II
g Risdko Strategs (Kepala QPDfSKPD dan




anggaran per | (Etntitas) OPD Kabag/Kabid OFD)
kegintan) akan direviu dan
dimutakhirkar
setiap tahun
8 | Januari-Februad | Pelaporan Pelaporan " Kepala Daerah Laporan pengelolaan
Tahun 201X+ Keuangan pengelolaan risiko | - Kepala OPD risilo tahun 201X
Reviu AFIP tahun 201X - UPR Tingkat Eselon 1,
I1, III, dan IV
= Unit Kepatwharn
- Seloda selaku
Koordinator
9 | Februari-Maret Evaluasi - mspektorat Daerah - Laporan evaluasi
tahun 201X+] pengelolasn risiko [APIP Daerah) pengelolaan sk
dan APIP
i Penilaian - Kepala Daerah - Laporan Pendladan
| Maturitas SPIP - Kepala OPD Maturitas SPIP
i - Inspektorat Daerah
| [AFIF Dacrah)

Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan Intern

Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan dokumen penilaian

risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai bahan pertimbangan

dalam penyusunan rencana pengawasan atau PKPT berbasis risiko oleh

Inspektorat.

Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan Intern

Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan dokumen penilaian

risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai bahan pertimbangan

dalam penyusunan rencana pengawasan atau PKPT berbasis risiko oleh

Inspektorat.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

pasal 49 ayat (5) dan (6) yang menyatakan bahwa Inspektorat

Kabupaten /Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Kabupaten /Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten [kota.

Selain itu dalam daftar uji Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

mengenai identifikasi risiko menyatakan bahwa:

1) Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi identifikasi
risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada
tingkatan kegiatan secara komprehensif,

2} Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat
menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi Pemerintah yang lebih
tinggj



Hal tersebut menunjukkan bahwa :

1.

penilaian risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat Daerah,

terutama penilaian risiko pada tingkatan kegiatan pada pimpinan tingkat

menengah;

Inspektorat selaku APIP di daerah perlu melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap Perangkat Daerah

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH
A. Struktur Pengelolaan Risiko
Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
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Dalam pengelolaan risiko pemerintah daerah dibentuk Struktur Pengelolaan
Risiko, yang terdiri atas:

.

b.

Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko

pemerintah daerah;

Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah
Daerah, Pejabat Eselon 1 di provinsi atau Eselon 2 di kabupaten/kota
sebagai UPR Tingkat Eselon 1 di provinsi atau Eselon 2 di kabupaten/
kota, dan Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3
dan Eselon 4;
. Komite pengelolaan risiko;

. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;

f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan;



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
Kepala Daerah sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah
kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, kepala daerah juga
bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada
pemerintah daerah yang dipimpinnya. Kepala Daerah menetapkan
Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung
pelaksanaan pengelolaan risiko.

2. Koordinator Penyelenggaraan
Sekretaris Daerah (Sckda) sebagai koordinator penyelenggaraan
berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan
pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekda
selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:
1) Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
2) Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko

misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;

3) Memfasilitasi proses penilaian risiko;
4) Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan,

3. Unit Pemilik Risiko
Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab
melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung
jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko
tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan
pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.

2) Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
schari-hari.

3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan
peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-
masing, sebagai indikator peringatan dini (early waming indicator)
dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa
vang akan datang.

4) Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessmenf) untuk dilaporkan
kepada Unit Kepatuhan.

9) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang
pelaksanaan pengendalian risiko.

6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pengendalian.



Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai

berikut:

1) Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah,
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:

Ketua

Koordinator Teknis
merangkap anggota

Kepala Daerah, selaku pemilik risiko
tingkat pemerintah daerah

Kepala Bappeda, atau unit lain yang
menangani perencanaan

seluruh kepala OPD (sekretaris
daerah, sekretaris DPRD, inspektur,
kepala dinas, kepala badan, kepala
UPTD pemerintah daerah dan
direktur RSUD, dan sebagainya)

2) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2;
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2, terdiri dari:

Ketua

Koordinator teknis
merangkap anggota

Anggota

Sekretaris Daerah (Untuk
Kabupaten /Kota), Kepala OPD,
selaku pemilik risiko tingkat OPD
Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang
yang menangani perencanaan pada
OPD

Seluruh Kepala Bagian/Bidang/
Irban pada OPD yang bersangkutan

3) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4, terdiri dari:

Ketua

Koordinator teknis
merangkap anggota

4. Komite Pengelolaan Risiko

Kepala Bagian /Bidang, selaku
pemilik risiko tingkat kegiatan
Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/
Seksi/Pegawai/ Staf yang ditunjuk
untuk menangani perencanaan
kegiatan pada OPD

Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub
Bidang/ Seksi pada Bagian /Bidang
yang bersangkutan

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah,
Kepala Daerah dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan

tugas sebagai berikut:
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1) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait
keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;

2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah
yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;

3) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq
Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

1) Bupati sebagai ketua;

2) Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap
anggota,

3) Kepala OPD sebagai anggota. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite
Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat
Keputusan Kepala Daerah.

. Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantan pelaksanaan pengelolaan

risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada

OPD.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap OPD yang

berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah

(Perkada) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Dalam melaksanakan tanggpung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan

kegiatan antara lain.

1) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;

2) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

3) Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;

4) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q.
Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim

teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

. Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung
jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan
pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat
Daerah melakukan kegiatan antara lain:
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1) Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada
pemerintah daerah;

2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

3) Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun
serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh

komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan struktur

pengelolaan risiko.

B. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap
pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

E Pl’.‘l1l|-l.!-ﬂr'l Risiko I;P.]

h Panetapan Korteks [Tujuan

2

E ......... ‘h m?wm . -
. - f— Amlmnﬁm . )

B {nww K}

I 1 ].

identifikaos] Kelemahon @0 - oo -
Linglungan Pengendalian e m

l

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah tersebut, terinei

sebagai berikut:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern disajikan

sebagai berikut :
Tujuan Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan
pu:np.-ndalia_ninm'n
Pelaksana /Fihak Tumknt?emdn
Terkait - Sekda selaku koordinator
- Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala Dacrah dan Kepala
OFD/Eselon II den Eselon II0)
- Fasilitator
Walta 4 mm : _"'-__" ' :
S'u.mberDm ] - Rcm.lDukum:n. analisis mfﬂnmndm: media massa, mmnmd.ll
Utama - Survey Persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE
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Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan
melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan
urusan wajib/ pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.

Survel persapsi
pegowai otos
kondisi Englungan
pengeandalian
mekalul Control

Mendosorkan
kepada dua hasil
simpukan samentan
yoitu hasil peniiaian

Kajian, reviu otas
Seondisi dan kultur
instonsi berdasaran

hasil audit, kafian, :
awal dan hasil surve

berita, wowancon, Environimant

Evaluotion (CEE)

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan
wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Persiapan Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian

1) Persiapan Data;

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian

urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:

a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan
misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas
urusan wajib/pilihan terkait;

b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan
oleh Inspektorat Daerah;

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/
pilihan pemerintah daerah;

d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah
daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet,
hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan

Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (ilustrasi sebagaimana form 1)
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KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

. PENGANTAR

Bapak/ibu yang terhormat, terima kasih sudah bersedia mengisi kuesioner

ini. Kuesioner ini bertujuan untuk kepeduan internal dan dimaksudkan

untuk melihat kondisi lingkungan pengendalian di unit instansi Bapak/lbu.

Mengingat pentingnya data dan kuesloner ini, diharapkan Bapak/lbu

mengisinya dengan benar dan jujur sesuai dengan kondisi seat ini.

Kami menjamin kerghasiaan identitas Bapak/Ibu dan rekapitulasi kuesioner

tidak akan mencantumkan data diri Bapak/Ibu sekalian

. IDENTITAS RESPONDEN

Berilah tanda silang untuk posisi anda saat ini

1. [ Pejabat Struktural

2. [ Ppejabat Fungsional Tertentu

3. [_Pejabat Fungsional Umum / Staf

. PETUNJUK PENGISIAN

1. isilah dengan memberikan rickmark ( ¥ ) pada salah satu kotak pilihan
Jawaban

2. Bapak/lbu dapat menambahkan narasi lain terkait kondisi lingkungan
pengendalian pada bagian akhir kuesioner ini.

3. Apabila terdapat pertanyaan yang dirasa kurang jelas, silakan ditanyakan
kepada fasilitator.

e, STV ] D S L b Ua et _ﬁ&.- ke ~A A
PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

A. | Pengembangan Integritas Dan Nilai Etika
1 | Pimpinan memberikan keteladanan dalam hal |[1. [ Jidak Pernah

integritas dan etika pada tingkah laku sehari-hari 2. [ Jarang

3. [_pering

4. [ belalu

Dalam lembar kuisioner CEE tersebut terdapat 81 pertanyaan yang harus
dijawab oleh responden. Responden diharap mewakili dari berbagai bidang
dan saat menjawab diharapkan sesuai kondisi sebenar-benarnya
pemahaman responden atas pertanyaan tersebut, sehingga hasil rekapitulasi
menunjukkan kondisi Organisasi sebenarnya untuk dilakukan perbaikan
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Ilustrasi Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner REKAPITULASI

Form 1

HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CD]ITRGL EHVIRD!IHEIIT E’?ALUATID]I {CEE]

w0 | "“‘""" m ® KUESIONER
ingiMiuInl
a d
1 FBmwmnmmDatbmnpemmwmﬂnﬁhi 2 4 a 3 3 2 3 Memadai
etika secara rutin dari pimpinan instamei
{Misalnya keteladanan, pesan moral dil)
2 | Pemda telah memiliki aturan perilalu (misalnya 3 3 3 3 3 3 3 Memadai
kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku
pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada
seluruh pegawai
3 | Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi 2 4 3 K] a 3 3 Memadai
yang melayani pengaduan masyarakat atas
pelanggaran aturan perilaku/kode etik
4 | Pelanggaran aturan perilaku (kode etik telah 3 4 2 3 3 2 3 Memadai
dltmdak.lm'ul:l
1 Eta:ldar lmmpetmw Htlﬂ.p p-:gawmfpnmm 3 4 2 3 2 3 3 Memadai
jabatan telah ditentulan
2 | Pegawal yang kompeten telah secara tepat 2 3 3 3 3 3 3 Memadai
ini poaislfabed
3 Pemda telah memiliki dan mmerap.‘umn sirategi 2 3 ] a3 3 3 3 Memadai
peningkatan kompetensi pegawai
4 Terdapat pelatihan terkait pengelolaan riziko, 3 3 3 a 2 3 3 Memadai
baik pelatihan khusus maupun pelatihan
u:rlnteﬂm secara berlala.
1 | Pimpinan telah menetapkan kebdjakan 2 3 2 2 2 3
pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan
arah pengelolaan risiko
2 Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan 3 3 3 4 3 3 3 Memadai
pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan
pengambilan
3 | Pimpinan membangun komunikasi vang baik 2 3 3 3 3 2 3 Memadai
dengan anggota organisasi untuk berani
mengungkapkan nulm dan secara terbuka
menerima la risiko/masalah
4 | Caya pimpinan dapat mendorong pegawai 3 4 3 3 a 3 3 Memadai
untuk meningkatkan kinerja
2 Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang 3 3 3 4 3 3 3 Memadad
selaras dengan visi don misi Pemda
6 | Rencana/sasaran strategis pemda telah 3 3 3 4 3 3 3 Memadai
dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tinglat
operasioan] OPD
7 | Rencana strategis dan rencana kerja pemda 2 2 3 3 2 3
telah menyajikan informasi mengenai risiko
8 | Adanya transparansi dan ketepatan waktu 2 a3 3 3 2 3 a
pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung
awab - A dalam rigiko
| DERGAN Memadai
1 | Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan 3 3 3 4 4 3 3 Memadsai
unit kerja yang tepat
2 | Masing-masing pihak dalam organisasi telah 2 3 3 4 4 ] 3 Memadai
memperoleh kejelasan dan memahami peran
dan tanggung jawab masing-masing dalam
pengelolaan risiko
3 | Pegawni vang bertugas di OPD merupakan 2 3 3 4 4 3 3 Memadai
pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat
| adhoe (sementara)
4 | Adanya transparansi dan ketepatan waktu 3 4 3 3 4 3 3 Memadai
pelnpﬂmn pelakamnn pmm dan t.a.nsn'l.lng
TEPAT
3 4 3 4 3 [ 2 3 Memadai
ditentukan dengan tepat
2 | Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 3 4 3 4 3 3 E] Memadai
dilaksanakan sscara tepat
3 | Kewenangan direviu secara periodik 2 3 3 3 3 2 3 Memadai
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Pemda telah memilili Kebijakan dan prosedur
pengelolaan SDM yang lengkap (sejak
rekrutmen sampai dengan pemberhentian

Rekruitmen, retenai, mutasi, maupun promosi
pemilihan SOM telah dilakukan dengan baik

Memadai

Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung
jawab dan kinerja

Pemda telah menginternalisasi budaya sadar
rigiko

Adanya pemberian reward dan/atau

punishment atas pengelolaan risiko (Misaltyya

mempertimbangkan pertanggungjawaban
risiko dalam penilaian kinerja)

Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah
dlp:rﬁmhangkan dalam perhitungan

Instansi tl:luh mmgn]nknsﬂ{an ANEEATAN VANE

I.napektum " t Datmh . .. ak reu a.
cfisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap
urusan /program Secara periodilc

Inspektorat Daerah melakukan reviu atas 3 Memadai
kepatuhan hukum dan aturan lainnya |
Inspektorat Daerah memberikan layanan 2 Memadai
fasilitasi penerapan pengelolasn rigiko dan
SPIP

APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis 3 Memadai
risiko.
Temuan dan saran /rekomendasi pengawasan 3 Memadai
APIP telah ditindaklanjuti

L : Memadai |
Hubungan kerja yang baik dengan 3 Memadai

instansi/organisasi lain yang memilild
keterkaitan operasional telah terbangun

Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang 3 3 3 3 3 3 3 Memadai
terkait atas fungsi pengawasan / peemriksaan
{ingpektorat, BPKP, dan BPK] telah terbangun

Keterangan:

Kolom ¢ diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

1. Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun

2. Kurang Setuju/Telah dibangun /diterapkan, akan tetapi belum konsisten

3. Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan bail, tapi masih bisa ditingkatian

4. Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan
tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

Kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai’, apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang
Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan
sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur
tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan
pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"
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b. Penilaian Awal Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu
Dokumen
Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah
dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-
permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan
dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah
persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang
digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian
intern pada pemerintah daerah secara umum yaitu:
1) Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
2) Berita pada media massa.
Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan
lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah sebagaimana
disajikan pada sebagai berikut :

Contoh CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

di Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pinrang
Tahun Penilgian : 2021
1 | Media massaa Banyak terjadi pencopotan /mutasi pejabat Penegakan integritas
daerah karena tersangkut kasus hukum dan nilai etika
Pegawai belum ditempatkan sesuad dengan Komitmen terhadap
kompetensi dan pengalaman kompetensi
2 | LHP BPK No. Xox Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki Penyusunan dan
tanggal 3oox tentang strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian | penerapan kebiajakan
Hagil Pemerikeaan 5DM kesehatan di Puskesmas yang sehat tentang
BPK atas Efektifitas pembinaan SDM
Pengelolasn Sumber | Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga | Komitmen terhadap
Daya Kesehatan JKN | kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum kompetensi
memenuhi kebutuhan akan kompetensi
pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN Penyusunan dan
Komitmen terhadap kompetensi -Pemenuhan penerapan kebigjakn
tenaga keschatan di RSUD Kabupaten XYZ yang schat tentang
belum memperhatikan Hngkat kebutuhan pembinaan SDM
dalam pemberian pelayanan kesehatan
3 | SK Inspektur No. Xxx | Inspektorat Daerah belum melakukan audit Peran APIP yang efeltif
tanggal 2000 tentang kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan
PKPT Inspektorat dalam tinglmat strategis
4 | LHP BPK No. Xxx Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ Kepemimpinan vang
tanggal XXX tentang belum optimal dan terdapat regulasi Dinas kondusil
Hasil Pemeriksaan Keschatan Kabupaten XYZ tidak berjalan
atas Kinerja sebagaimana mestinya yaitu ketentuan
Penyelenggarasn JKN | mengenai praktek Dokter

*} Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalisn dalam PP 60 Tahun 2008,
Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom ¢ diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau
Kolom d diisi dengan kiasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian
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et

¢. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai
terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan
wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan
metode Control Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian
mandiri atas pengendalian/Control Self Assessment (CSA) yang
diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau
diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa
responden terpilih yang memahami wurusan wajib/pilihan yang
Contoh simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern pemerintah
daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta FGD Pemda
XYZ yaitu memadai atau kurang memadai

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan
dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan Lingkungan
Pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan
yang Sehat tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun
prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.

- Simpulan Kelemahan Penilaian Lingkungan Pengendalian urusan

Wajib/Pilihan

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,
selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada
pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana
disajikan dalam form 2

Pemerintah daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila
diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/
memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.
Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian
adalah sebagai berikut:

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika:

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena
tersangkut kasus hukum.
2) Komitmen terhadap Kompetensi

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan
pengalaman.

b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di
RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan
pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN
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3) Kepemimpinan yang Kondusif

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko
yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.

b) Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah
belum menyajikan informasi mengenai risiko.

c) Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan
terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak
berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai
praktek dokter.

4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang

Pembinaan SDM

a) Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko.

b} Belum terdapat pemberian reward danjatau punishment atas
pengelolaan risiko

c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam
perhitungan penghasilan

d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai

€) Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam
pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di
Puskesmas

f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum
memperhatikan  tingkat kebutuhan dalam pemberian
pelayanan kesehatan.

5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja yang

dihubungkan dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang

melibatkan beberapa OPD terkait. Audit kinerja yang dilakukan
masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik,

sedapat mungkin Kepala Daerah/Kepala OPD diikutkan dalam

pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian.

Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian pemerintah

daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak

perbaikan Lingkungan Pengendalian.

Proses identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian dapat

mengacu pada Perka BPKP No. 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE).

19



Contoh

8impulan Burvel Persepal atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang

Nama Pemda + Pemerintah Kabupaten Pinrang
Tahun Penilaian : 2021

. Penegakan _.u,sw_._E dan nilai etika u . Banyak terjadi pencopotan /mutasi Banyak terjadi

pejabat daerah karena tersanghut i pencopotan fmutasi pejabat
kasus hukum daeerah karena tersangkut
kasus holum
2 Komitmen terhadap kompetensi Kurang Pegawai belum ditempathkan sesuai | Memadai Kurang Pegawai belum ditempatkan
Memadai | dengen kompetensi dan Memadai scsual dengan kompetensi dan
pengalaman pengalaman
Kualifikasi dan kompetensi Dokter Kualifikasi dan kompetensi
serta tenaga kesehatan di RSUD Dokter serta tenaga kesehatan
Kabupaten XYZ belum memenuhi di RSUD Kebupaten XYZ
kebutuhan akan pemberian belum memenuhi kebutuhan
pelayanan kesehatan di Era JKN akan pemberian pelayanan
kesehatan di Era JKN
Kualifikasi dan kompetensi
Dokter serta tenaga kesehatan
di RSUD Kabupaten XYZ
belum memenuhi kebutuhan
akan pemberian pelayanan
keseshatan di Era JKN
3 Kepemimpinan vang kendusif Kurang Pelayanan pasien BPJS di Kurang - Pimpinan belum Kurang - Pimpinan belum menetapkan
Memadai | Kabupaten XYZ belum optimal dan | Memadai | menetapkan kebijakan Memadai kehijakan pengelolaan risiko
terdapat regulasi Dinas Kesehatan pengelolaan risiko yang yang memberikan kejelasan
Kabupaten XYZ tidak berjalan memberikan kejelasan arah pengelolaan riaiko -
sebagaimana mesatinya yaitu arah pengelolaan risiko Rencana strategis dan rencana
ketentuan mengenai praktek Dokter kerja pemda behim menyajiloan
Puskesmas belum sepenuhnya - Rencana strategis dan informasi mengenai risiko
menyediakan sshuruh kebutuhan rencana kerja pemda Pelayanan pasien BPJS di
farmasl untuk mendukung belum menyajikan Kabupaten XYZ belum optimal
pelayanan kesehatan secara informasi mengenai dan terdapat regulasi Dinas
memadai rigiko Kesehatan Kabupaten XYZ
tdak berjalan scbagaimana
mestinye yaitu ketentuan
mengenai praktek Dokter
4 | Struktur organisasi sesuai kebutuhan - - Memadai Memadai
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o Pendelegasian wewenang dan tanggung s N Memadai Memadai
jawab yvang tepat

6 | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Kurang Pemerintah Kabupaten XYZ behum Kurang - Pemda belum Kurang - Pernda belum

yvang Sehat tentang Pembinaan SDM Memadai | memiliki strategl dalam pemenuhan | Memadai | menginternalisasi Memadad menginternalisasi budaya
dan pendistribusian SDM budaya sadar risiko - sader risiko - Belum terdapat
kesehatan di Puskesmas Belum terdapat pemberian reward dan /atau
Pemenuhan tenaga kesehatan di pemberian reward punishment atas pengelolaan
RSUD Kabupaten X¥Z belum dan/atau punishment risiko (Misalnya
memperhatikan tingkat kebutuhan atas pengelolaan risiko mempertimbangkan
dalam pemberian pelavanarn (Misalnya pertanggungjawaban
kesehatan mempertimbangkan pengelolaan risiko dalam
pertanggungjawaban penilaian kinerja) - Evaluasi
pengelolaan risiko dalam kdnerja pegawai belum
penilaien kinerja) - dipertimbangkan dalam
Evaluasi kinerja pegawai perhitungan penghasilan -
belum dipertimbangkan AngEaran pengembangan SDM
dalam perhitungan belum memadai Pemerintah
penghasilan - anggaran Kabupaten XYZ belum
pengembangan SDM memiliki strategl dalam
belum memadai pemenuhan dan

pendistribusian SDM
kesshatan di Puskesmas
Pemenuhan tenaga kesehatan
di RSUD Kabupaten XYZ

belum memperhatikan tingkat
kebutuhan dalam pemberian
_ pelavanan kesehatan
7 Perwujudan peran APIP vang efektif Kurang Inspektorat Daerah belum Memadai Kurang Inspektorat Daerah belum
Memadai | melakukan audit kinerja atas Memadai melakukan audit kinerja atas
penyelenggaraan urusan kesehatan penyelenggarasn urisan
dalam tingkat strategis kesehatan dalam tingkat
strategis
8 | Hubungan Kerja yang Baik _m!.ﬁ-u - - Memadai Memadai
Instanei Pemerintah Ter
Keterangan:

Kolom a diiei dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulen penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hesil & survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan @ survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional
judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisl dengan uraian kelemahan
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2. Penilaian Risiko

Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan sebagai berikut :

Tujuan

- Menetapkan Konteks/Tujuan dan memilih tujuan yang akan

- Melakukan identifikasi risiko dan analisis risko

- Menetapkan nisiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut
(dibangun RTP-nya)

Keluaran

- Daftar Tujuan /sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-
tiap urusan dan indikator kinerjanya

- Daftar tujuan/ sasaran strategis (Entitas) OPD

- Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap urusan dan
indikator keluarannya

- Kertas Lkerja identifikasi risike (Daftar Risikn) Urusan
Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah

- Kertas kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko] Urusan
Wajib/Pilihan Strategis (Entitas) OPD

- Kertas kerja identifikasi risike (Daftar Risiko) Urusan
Wajib/ Pilihan Strategis Operasional OPD

- Kertas kerja Hasil Analisis risiko Urusan Wajib/Pililhan Strategis
Pemerintah Deerah, Strategis (Entitas} OPD dan Operasional OPD

- Kertas kerja Daftar risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pilihan
Strategis Pemerintah Daergh, Strategis (Entitas) OFD dan
Operasional OPD

Pelaksana / Pihak Terkait

Sirategis Pemerintah Dasrah

- Selida Seaku Koordinator

- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD)

- Fasilitator

Strategis (Entitas) OPD

- Selkda Seaku Koordinator

- UPR Tingkat Es.ll {Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD)
- Fasilitator

Operasional OPD

- Kepala OFD

= Unit Pemilik Risiko Tinglkat Es.[ll, IV dan Fasilitator

Waktu

Strategls Pemerintah Daerah

- Penyusunan RPJMD

- Direviu/di Mutahakhirkan setiap tahun pads saat Penyusunan
KUA//FPAS

Strategis (Entitas) OPD

- Pada Saat Penyusunan Renstra OPD

- Direviu/di Mutahakhirkan setiap tahun pada saat Penyusunan
RKA-OFD

Operasional OPD

- Pada saat Penyusunan RKA-OFPD

Sumber Data Utama

CSA / FGD

Langkah kerja Penilaian Risiko urusan wajib/pilihan digambarkan

sebagai berikut :
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w MIEH
o e
. Mmetapknn Melakukan analisis Risiko
Konteks,/ Tujuan yang * Memvalidasi Risiko
akan dilakukan Mengidetifikasi * Mengevaluasi Pengendalian yang ada dan
Penilaian Risiko Risiko yang dibutuhkan
+« Menyiapkan Penilaian * Menyusun Rencana Tindak Pengendalian
Risiko RTP

a. Menetapkan konteks/tujuan

1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan
penilaian risiko
Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan
“konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan
pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas)
OPD, dan tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan dilakukan
penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai
pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat
diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada
masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian
risiko.
Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah wuntuk
memperoleh informasi Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan
indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang
diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar Tujuan/Sasaran/
Program/Kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis
pemerintah daerah, entitas OPD, dan tingkat kegiatan yang sudah
didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan OPD.

Keterkaitan antara Tujuan dan Tingkat Penilaian Risiko

PEMERINTAH ; Penitatn Risieo
DAERAH | ) ' hﬂh ]_:] : mﬂu_ 5 | Strategis Urusan
| | s
¥ v v _.ﬁ__‘J:’__*_._
P RENSTRA OFD 1, 2, 3, Tujuan, Seserm indikrtor Kinerfa | | Penilaian Risko
= 3| Strwimgh [Entita) e |, | Progrem (Entitas| OPD | | Sorategis (Evainas) OPD
— | rogamoeor, 2y, || L230m 1.2.3,0%
— b
. =
WV W v ¥
(] Renja/RIASKPD Tujuan & Sasaran indiicator Minaris Penilaian Risika
| orLzAD | Opsresicnal | FegetanOfFDLL k| Operasional OFD 1,
— Y Degaunjopo L2, | 3.0m —  avom
¥ ¥ 3. Dt ¥

Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko
didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut
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merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih
memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting
dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya
antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program
prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.
Pemilihan terhadap suatu konteks/tujuan tertentu bukan berarti
bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko
dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan
lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.
Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan
sebagai berikut:
a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah
Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah disajikan
sebagai berikut :

Tujuan 5 Memperoleh Informasi  tujuan/sasaran strategis
Pemerintah Daerah untuk Hap-tiap urusan dan indikator

dan Kepala OPD)

'umbl:rDatnUtﬂma - RPJMD

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada
dasarnya dilakukan untuk seluruh fujuan strategis yang tertuang
dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks
strategis pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat memilih
beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas
sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan
profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas
dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan
dalam “Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5
Tahunan”

Sebagai contoh, berdasarkan “Dokumen Arahan dan Kebijakan
Penilaian Risiko 5 Tahunan” Pemerintah Kabupaten Pinrang
menetapkan Konteks Strategis Pemerintah Daerah yang akan
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dilakukan untuk 2 tujuan strategis, yaitu tujuan 1 dari misi 1,
tujuan 1 dari misi 2, dan tujuan 1 dari misi 3.

Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan strategis 1, maka
peserta CSA/FGD adalah:

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri

(2)

dari Kepala Daerah, dan Kepala OPD/SKPD (pejabat eselon 2)
yang memiliki keterkaitan secara fungsi dan kegiatan
terhadap tujuan srategis 1, antara lain pada :

a. Dinas Kesehatan;

b. RSUD Kabupaten Pinrang;

c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB);

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kehadiran pejabat eselon 2 atau 3 sangat dianjurkan dalam

CSA/FGD, walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat eselon

4 atau Pejabat Fungsional dari OPD namun sifatnya sebagai

pendamping.

Fasilitator

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu instansi

pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah

proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim

BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain

yang berkompeten.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah

daerah adalah sebagai berikut:

(a) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data
lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas
dan jabatan, dsb;

(b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama
terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana
tercantum dalam RPJMD;

(c) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal
prioritas pembangunan atau program unggulan terkait
dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang
dipilih berdasarkan RPJMD;

(d) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah
daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran
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yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau
sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
(e) Tuangkan hasil identifikasi pada form 3.

Sebagai ilustrasi, penetapan konteks/tujuan

strategis

pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Form 3

Contoh Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemda

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian

Perinde inilai

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinal ABC
;2018
: Pericde RPJMD Tahun 2019-2023

Sumber Data

RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023

Visd

Kots Benghkulu yang bahagia dan religious, APBD untuk Rakyat

Misi Strategis RPJMD

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan vang Baik

2. Mewujudkan Percepatan Piembangunan infrastruktur Perkotaan

3. Mewnjudican Masyarskat Cerdas, Sehat dan Berakhlak Mulia

4. Membangkitikan Ekonomi Kreatif dan [klivm Usaha yang Kondusif

Penetapan Konteks
Risiko is Pemda

3. Mewunjudkan Masyarakat Cerdas, Sehat dan Berakhlak Mulia

Tujuan Strategis
RPJMD

Tujuan 1.1 Meningkatmya Kualitas tata kelola pemerintahan

Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyaralkat

Tujuan 2.1 Meningkamya kualitas transportasi

Tujuan 2.2 Meningkatnya kelayakhunian

Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi den informasi

Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana

Tujuan 2.5 Meninglkatnya kualitas linglkungan hidup

Tyjuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan

Tujuan 3.3 Meningkstnya derajat kesshatan masyarakat

Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial

Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi

Tujuan 4..2 Meningkatnys pemerataan ekonomi

Strategis Pemda

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

IKU Sasaran RPJMD

Usia Harapan Hidup adalah diteatukan jumlah kematian bayi, fika
angia kematian bayl besar, maka anglka usia harapan hidup rendah.

Penetapan Konteks [KU

Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika

Risiko Strategis Pemda angka kematian bayi besar, maka angka usia harapan hidup rendah.
Prigpritas pembangunan Program Peningkatan Keselamatan [bu Melahirkan Anak
dan program unggulan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program Pencegn]lmnddgn Penanggulangan Penyakit Menular

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Urusan Pemerintah
Daerah

Urnsan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesshatan

Nama Dinas Terkait

Dinas Kesehatan

RSUD Kabupaten XYZ

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Pendudulk, dan Keluarga Berencana (DP3APZKE)

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tujuan, Sasaran, IKU
yang akan dilakukan
penilaian risiloo

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat keschatan masyaralkat

Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

IKU Sasaran Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah angka
kematian bayi, jika angka kematian hayi besar, maka angha usia
harapan

Program Peninglkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak

DET

Kabupaten XYZ...... September 2018

Bupati XYZ
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

(a) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan
antara tujuan/sasaran/indikator menurut RPJMD dengan
faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD
menyepakati tujuan/sasaran/ indikator yang akan
digunakan untuk keperluan penilaian risiko;

(b) Perbedaan pada poin (1) tersebut dapat menjadi bahan
masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMD).

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) OPD
Ikhtisar penetapan tujuan strategis (entitas) OPD disajikan
sebagai berikut:
Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis (Entitas) OPD

Tujuan i | Memperoleh informasi konteks/ tujuan strategis (Entitas) OPD
terkait untuk tap-tiap urusan dan indicator kinerjanya

i‘ﬁ SLE I%Ei'ﬁ..-. it Ir 2 i
Peinksana, Fihak Terkait

- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon | dan Il (Kepala
OFD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD)

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) OPD dilakukan

oleh masing-masing OPD sesuai urusan yang diampunya,

Sebagai contoh, Dinas Kesehatan akan menetapkan

tujuan /konteks strategis (entitas) OPD terkait dengan Urusan

Wajib Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat akan  menetapkan

tujuan /konteks Strategis (Entitas) OPD terkait dengan Urusan

Wajib Pekerjaan Umum (Koordinator).

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) OPD

untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD, serta data
terkait lainnya;

(2) Identifikasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator
Kinerja Utama OPD terkait dengan urusan wajib/pilihan
yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan
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strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks
strategis Pemda;

(3) Menetapkan sasaran, program, dan IKU Strategis (entitas)
OPD yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang
akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian
sasaran sesuai kebutuhan;

(4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 4

Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan Wajib

Kesehatan maka penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas)

OPD pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Form 4
Contoh Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD
Nama Pemda : Pemerinteh Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Tahun Penilaian : 2018
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023
Urusan Pemerintahan ¢ Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

OPD yang Dinilai : Dinas Kesehatan
Sumber Data Rancangan Awal Renstra Dinas Keschatan Kabupaten XYZ

Tujuan Meningkatkan derajat keschatan masyarakat

Strategis

Sasaran 1. Meningkatnya Keselamatan Ihu, Bayi, Anak dan Reprodulksi

Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan.

IKU Renstra 114 2023

OFD Angka Kematian [bu Melahirkan Per 100.000 57
Kelghiran Hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup 32
Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran 3,6
Hidup
100 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga 1040
Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum ada
IKU Lansia Belum ada
1KV Gizi Belum ada
IKU Kesehatan Reproduksi Belum ada

Program Program peninglkatan kesslamatan ibu melahirkan dan anak

Tujuan, Tuojuan Strategis ;: Meningkatkan derajat keschatan masyarakat Sasaran

Sasaran, IKUJ Btrategis: Meningiatnys Eeselamatan Iba, Bayl, Anak dan Reprodulks!
dan Program IEKU Strategis:
- Angka Hematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup

yang akan
dilakukan - Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup®
penilaian
risiko Program:
Program Peningkatan Hesslamatan Ibo Melahirkan dan Anak
Dst.

Kepala Dinas Kesehatan

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional OPD
Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional OPD disajikan
sebagai berikut :
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Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Tahun Penilaian : 2018

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
OFD yang Dinilai : Dinas Kesehatan

Sumber Data Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019

Tujuan Strategis | Meningkatkan derajat keschatan masyarakat

Program Dinas 1. Program Upaya Kesehatan Masyaralkat

Keschatan 2. Program Perbaikan Gizl Masyarakat

(Renja 2019) den | 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Kegiatan Utama | 4. Program Peninghatan Pelayanan Kesehatan Lansia

5. Program Peninghatan Keselamatan Tbu melahirkan Anak

1. | Jaminan Pergalinan (DAK NON FISIK) 7.455 ibu harmil
2. | Pertemuan ANC Terpadu 30 orang peserta
Keluaran/Hasil | 3. | Sosialisasi Pendampingan Ibu Harml resiko tinggi
Kegiatan dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca Salin 50 orang peserta

dengan Pelayanan Darah pada Sektor Eksternal

4. | Pelatihan Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan | 20 OTANE peseTta

Peduli Remaja
5. | Pelatihan penjaringan untuk sekolah lanjutan 1 K 1 | 20 OTANg peserta
Program, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak

Kegiatan, dan Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)
Keluaran /Hasil Keluaran/Hasil Kegiatan ;

Kegiatan yang 1. Terbayarkannya Jaminan
akan dilakukan 2. Terlaksananya Kegiatan
penilaian risiko

Kepala Dinas Kesehatan

1) Menyiapkan Penilaian Risiko
Sebelum proses dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar
persiapan penilaian risiko disajikan sebagai berikut :

j - Menetapkan kriteria dan skala dampak aerm kemungkinan risiko

Hmr.taplmn skala risiko yang da]:mt t]i

g

| - Pedoman Penilaian Risiko
R BT R S D P
al Menetapkan l-mtcna dan skala da.rnpalc serta kemungl-nnan
risiko. Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar
mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada
pemerintah daerah yang dinilai. Apabila belum ditetapkan
dalam Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah,
penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan
dapat ditetapkan melalui FGD.
b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. Tingkat
risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai
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risiko dan matriks analisis risiko sebagaiman telah disajikan
pada bab II pedoman ini.

¢) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu
dokumen. Semua kesepakatan yang diperoleh agar
dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan
dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya/

d) Menyiapkan bahan-bahan. Untuk mendukung pelaksanaan
penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya
bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan,
struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan
pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan
sebagainya.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian
tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang
diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian
tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah
pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada
tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan
atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko,
sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan
(controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh
pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini
menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko,
jenis urusan, entitas/OPD yang menilai, dan nomor urut risiko di
entitas/OPD. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

RSO |. |19 |. |00 |. 05 |. |01

RS0 = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis OPD

19 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2019

0o, = Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis OPD dan operasional OFD)

atau tujuan strategis (untuk risiko strategis pemda).
0s = Kode pemda yang menilai (untuk risiko strategis pemda) atau kode OPD
yang menilai (untuk risiko strategis OPD dan operasional OPD)

01 = Nomor urut risiko

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam form §

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan
pemerintahan /program /kegiatan /urusan;
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2)

Identifikasi  kejadian

risiko selain

mendasarkan  pada

permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga
mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan
menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko urusan
wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan

CSA/FGD.
Form 5
Contoh Kode Risiko

RSP 19 01 01 01 RSP.19.01.01.01
R3O 19 o2 05 01 RS0.19.02.05.01
RO 19 03 235 01 RO00,19.03.25.01
Tinghkat Risiko, terdiri dari 3 boml sebagai berikut
REP Strategls Pemerintah Daerah
RSO Strategis Peranghkat Daerah

ROO Operasional Peranglat Dasrah

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Kabupaten terdiri
dari 2 angka sebagai berikut ;

01 Pendidikan 22 | Persandian

02 Kesehatan 23 | Kebudayaan

03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24 | Perpustakasn

04 Perumahan dan Kawasan Permukiman 25 | Kearsipan

05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 26 P\‘.'I‘lkaAmn

06 Masyarakat 27 | Pariwisata

o7 Sosial 28 | Pertanian

08 Tenaga Kerja 29 | Perdagangan

o9 Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | 30 | Perindustrian

10 Pangan 31 | Transmigrasi

11 Pertanahan 32 | Sekretariat Daerah )
| 12 Lingkungan Hidup 33 | Sekretariat DPRD

14 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 35 | Keuangan

15 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 36 | Kepegawaian _

16 Perhul 37 | Pendidikan dan Pelatihan
| 17 Komunikasi dan Inforamtika 38 | Penelitian dan Pengembangan

18 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 39 | Pengelolaan Perbatasan

19 Penanaman Modal 40 | Inspektorat Daerah

20 Kepemudaan dan Olahraga 41 | Kecamatan

21 Statistik 42 | Kesatuan Bangsa dan Politik

Entitas yang terdiri dari 2 angka sebagai berikut :

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Keschatan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perumahan dan Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pernadam
Kebakaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politk

(1] F5 [ XY P

Dinas Lingkungan Hidup 19 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu )
G Dinas Pemberdayaan Perempuan, 20 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Daerah

dan Keluarga Berencana

Dinas Ketahanan dan Pangan 21

Badan Perencanaan, Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daersh

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 22

Rumah Sakit Umum Daersh Lasinrang

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Sekretariat DPFRD

Dinas Perikanan 24

Sekretariat Daerah

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

25

Badan Penanggulangsn Bencana Daerah

12 Dinas Komunikasi dan Informatika 26 | Badan Kepegawnian Daerah
13 Dinas Perhubungan 27 | Inspektorat Daerah ]
14 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 28 | Kecamatan
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Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar
mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD
untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah
Kepala Daerah dan Kepala OPD, peserta CSA/FGD untuk penilaian
risiko strategis (entitas) OPD adalah Kepala OPD dan Kabag/Kabid

OPD, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional OPD adalah Kepala

OPD Kabag/Kabid OPD serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam

CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator (Tim BPKP, Komite

Pengelolaan Risiko, Inspektorat Daerah, atau Pihak Lain yang

Kompeten) dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses

pelaksanaan CSA/FGD.

Sebagai contoh, pelaksanaan CSA identifikasi risiko pada Kabupaten

KYZ dilakukan sebagai berikut:

1) Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih;

2) Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan ditampilkan
pada layar LCD;

3) Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta;

4) Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi;

9) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik
risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko
apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat
dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko,
serta penerima dampak risiko).

Hasil identifikasi risiko pada Urusan Wajib Keschatan pada Kabupaten

XYZ dengan langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1} Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk
mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam
pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.

Tujuan /sasaran strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan
pengelolaan risiko: “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”.
Selanjutnya berdasarkan CSA/FGD telah teridentifikasi Risiko
Strategis Pemerintah Daerah:

a) Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah:

b} Pelayanan keschatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan.
Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis
Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran Form 6.
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Form 6
Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategls Pemerintah Daerah

MNama Pemerintah Daerah : Pemnerinteh Kabupaten XYZ, Provinei ABC
Nama Peranglat Daerah : Dinas Kesehatan

Tahun Penilaian ;2018

Periode yang dinilaj t Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Pemerintah Daerah
1: Meningkatkan Derag
Kesehatan Masyarala
Sasaran 3.2.2 Usia Penerapan REF, 19.01.02,01 HKepals Belum tersedianya sanitasi Internal C 1. Angka Kejadinn Penyakit Kepala Dacrah
Meningloatnya Kualitas Harapan Perilaku Hidip Daerah total berbasds masvaralkat Tidak Menular (FTM) tinggl | Masyarakat
Kesehatan Masyarakat Hidup Bersih Sehat [STBM) (Tidak termasuk 2. Angka kejadian Penyaldt Peranghat
{FHBS) rendah prioritas anggaran) Menular Tinggi Daerah Terkait
3, Angka Stunting tinggi
Pelayanan R8P, 19.01.02.01 Kepala 1. Sarana Prasarana belum Intermal C AKI tingg AKE tinggi akaba Kepala Dasrak
kesehatan Daerak memadai (Puskesmas Peninghkatan Kasus Gizi Masyarakat
belum PONED tidak tersedia) Buruk Kasus HIV meninglost Peranghat
memenuhi SPM 2, Jumlah tenaga kesehatan Kasus TB meninglat Daersh Terkait
Bidang belum memadai (Tenaga Angka Kejadian Penyalit
Keschatan laboratorium, dokter, Tidak Menular (PTM)
tenaga kesehatan Tinggl Angla Kejadian
Penyakit Menular Tinggi
Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra Kolom ¢ diisi dengan indicator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom e diisi dengan Kode Risilo

Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yeng bertanggungjawab [ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risike. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bias dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material Kolom h diisi
dengan sumber risiko (eksternal / internal)

Kolom I diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendaliken risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat vang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan,
Kinerja, Reputasi dan Huloum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
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2)

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis

Pemerintah daerah:

a) Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan risiko yang
disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung
jawab kepala daerah /tingkat pemda (misal:
peraturan /monitoring dan lain-lain)

b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung
jawab kepala daerah, atau hanya bisa dilakukan oleh kepala
daerah.

c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi
yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah
untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis OPD
terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE kepala
daerah atau pemantauan oleh kepala daerah

d) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktorfaktor di
luar pencapaian tujuan strategis OPD yang dapat menggangg
pencapaian tujuan strategis pemda.

€] Perlu melibatkan OPD yang terkait dengan tujuan strategis yang
dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan
tujuanstrategis/operasional OPD yang memerlukan
penanganan /tindakan oleh kepala daerah.

f) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang,
menurut kepala daerah merupakan risiko yang penting,
sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala daerah.

g) Risiko strategis pemda disetujui/divalidasi kepala daerah.

Risiko Strategis (Entitas) OPD

Identifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukan untuk

mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian

tujuan strategis (entitas) OPD yang terkait dengan tujuan strategis
pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis
pemerintah daerah. Sebagaimana dicontohkan bahwa Dinas

Kesehatan Kabupaten XYZ telah menetapkan konteks/tujuan

strategis (entitas) OPD Urusan Wajib Kesehatan yang akan

dilakukan penilaian risiko. Tujuan/sasaran strategis Dinas

Kesehatan yang akan dilakukan pengelolaan risiko terkait Urusan

Wajib Keschatan: Tujuan strategis “Meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat” dan Sasaran strategis “Meningkatnya

Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi *“. Selanjutnya
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3)

berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko Strategis (Entitas)

Dinas Kesehatan:

a) Penggunaan layanan kesehatan rendah (persalinan tidak
dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)

b) Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan

¢) Sarana pendukung ANC kurang memadai;

d) Mutasi tenaga kesehatan terlatih.

Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

disajikan dalam Form 7.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis

OPD:

a) Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang disebabkan

kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala
OFD (kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD
dan sebagainya) - Pengendalian yang nantinya dirancang
merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala OPD.

b) Risiko strategis OPD dapat berupa potensi kondisi yang
memerlukan pengendalian di tingkat OPD (Kebijakan kepala
OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dllj untuk
memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis OPD
terkait.

c¢) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa factor-faktor di
luar pencapaian tujuan operasional OPD yang dapat
mengganggu pencapaian tujuan strategis OPD.

d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan
strategis OPD yang dipillh untuk menjaring permasalahan
pencapan tujuan strategis/operasional OPD yang memerlukan
penanganan ftindakan oleh kepala OPD.

e] Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang menurut kepala
OPD merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan
langkah pengendalian oleh kepala OPD.

f) Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi

Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi
kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan
kegiatan OPD.

Dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ telah

menetapkan konteks/tujuan operasional OPD Urusan Wajib
Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang akan dilakukan penilaian
risiko.
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Form 7T
Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Dasrah

Nama Pemerintah Daecrah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Nama Perangkat Daerah ¢ Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian ;2018

Periode yang dinilai : Periode RRJMD Tahun 2019-2023

RS0.10.02.02.01
L]
Meningkatnya Per 100,000 (Persalinan tidal Keterlibatan lintas pelayanan dan tanda- Masyarakst
Keselamatan Ibu Bayi, Kelahiran Hidup dilakukan pada Program lintas sector tanda bahaya kehamilan
Anak dan Reprodulksi faskes, kunjungan (posyandu, BT /EW,
b hamil Hdalc Lurah, Kecamatan,
teratur} Perangkat Dacrah
terkalt] rendah
2, Anghn Kematian Bayi Penggunaan layanan | RS0.19.02,02.01 | Kepala Dinas Kurangnya sosialisasi Internal C Ibu hamil tidak Dinkes
[AKE) Per kesehatan rendah Keschatan kesehatan mengetahui prosedur RaUD
1000 Kelahiran Hidup {Persalinan tidak Keterlibatan lintas pelayanan dan tanda- Masyvarakat
dilekukean pada Program lintas secior tanda bahaya kehamilan
faskes, kunjungan [posyandu, RT/RW,
ibu hamil tidak Lureh, Kecamatan,
teratur) Peranghkat Dacrah
terknit] rendah
3. Angks Kematian Balita Kualitas pelayanan RS0,19.02,02,02 | Kepala Dinas Kompetensi tenaga Internal c Kepuasan masyarakat Mnkes
[AKE) Per 1000 Kelahiran APN udak sesuai Keschatan kesehatan tentang APN rendah kualitas dan REUD
Hidup EFM Kesshatan (bidan, dolier) rendah efekiivitas pelayanan Masyarakat
(tentang SDIDTK MTBS, rendah
ned natal esensial)
4. Cakupan pertolongan Sarana Pendukung R30.19.02.02,03 | Kepala Dinas Alat Pendulung ANC Internal C Kualitas dan efektivitas Dinkees
Peraalinan oleh Tenaga ANC kurang Kesehatan tidak dikalibras pelayanan rendah RSUD
Eesehatan yang memilild memadai Regen dan alat Kepuasan masyarakat Masyarakat
kompetensi kebhidanan pendukung ANC lurang rendah
Tenaga laboratorium
5. Cakupan pelayanan Mutasi tenagn R50.19.02.02.04 | Kepala Dinas Sistem kepegawaian Internal UC | Kualitas dan efcktivitas Dinkes
Kesehatan Bayi keashatan terlatih Kesshatan pelayanan rendah RSUD
Kepuasan masyaralkat Masyarabat
rendah
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Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilakukan penilaian risiko
terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan:
“Jaminan Persalinan (DAK non fisik)”. Tujuan Kegiatan tersebut
adalah: “Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak”.
Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko
Operasional Dinas Kesehatan:

165
2.
3.

4.

Pertanggungjawaban tidak tepat waktu;

Pengadministrasian tidak tepat waltu;

Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan
mengumpulkan  administrasi syarat pencairan, yaitu
kelengkapan klaim, berupa dokumentasi

Kegagalan mengidentifikasi permasalahan

Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD
disajikan dalam Form 8.
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Form 8
Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

— e ——

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsl ABC
Nama Perangkat Daerah  : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian ;2018
Periode yang dinilai : 2019
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sasaran Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyvaralat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
= Dampak
No Esgiatan :
: : Tahap
n RO0,19.02.02.01 Berkas
Persalinan Jaminan jawaban jawaban Hdak Kesehatan Dolumentasi
(DAK Non tepat waktu Kepala Bidang | pasien terlambeat BEEETR Rumah
Fisik) Kesmas dilengkapi oleh direalisasikan | Sakit
rumah sakit Masyarakat
Penatausahaan Pengadministras | ROC.19.02.02.02 Kepala Dinas Berkes Eksternal | UC | Pembayaran Kepala
ian tidak tepat Kesehatan Dokumentasi tidak dapat Daerah
walctu Kepala Bidang | pasien terlambat BEgeTa Fumah
Kesmas dilengkapi oleh direalisasikan | Saidit
rumal salkit Masvarakat
Pelaporan Laporan R0OO0.19.02.02.03 Kepala Dinas Rumash Sakit Eksternal | UC | Dana DAK Kepala
Realisasi Kesehatan {RSUD Lasinrang) Triwulan Daerah
Keuangan Kepala Bidang | menyampaila berikutnya Rumah
Triwulan : Kesmas klaim tidak tidak Sakit
Kesulitan lengkap disalurkan Masyarakat
mengumpulkan oleh
administrasi Kemenkeu
syarat
pencairan, vaitu
kelengkapan
klairn
Pemantauan dan Kegagalan ROO.19.02,02.04 Kepala Dinas Evaluasi Internal C Anggaran Dinas
Evaluasi mengidentifilasi Hesshatan dilakukan Jampersal Kesehatan
permasalahan Kepala Bidang | terbatas pada tidak terserap
Kesm output (jumlah 100%
bumil miskin
yang belum
mempunyai
jaininan
kesehatan lainnya
terlayani
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Pemberian Terlaksananya Perencanaan Data Tbu Hamil | ROO.19.02.02.05 Kepala Dinas Kurangnya Internal Perencanaatn Kepala
Layanan Kegiatan miskin vang Kesehatan koordinasi dengan kurang tepat Daecrah
belum memilild Kepala Bidang | Dinas Sosial Rumah
Jjaminan Kesmas Bakit
kesehatan Masyarakat
lainnya dari
kecamatan dan
kelurahan
belum ada
Perhitungan ROO.19.02.02.06 Kepala Dinas Tidak ada Internal | Terhembatnya Kepala
kebutuhan dana Kesehatan database pelayanan Daerah
tidak tepat Kepala Bidang Rumah
Kesmas Sakit
Masyarakat
Pelaksanaan Adanya pasien ROO.19.02.02.07 Kepala Dinas | Tidak ada Internal Rendahnya Kepala
yang masih Kesehatan database kepuasan Daerah
dikenakan biaya Kepala Bidang masyarakat Rumah
oleh RS/ Bidan Kesmeas Sakit
(double claim) Masyarakat
Pelaksanaan Proses cross ROO.19.02.02.08 Kepala Dinas Kurang Internal Terhambatnys | Kepala
check data Kesehatan koordinasi pelayanan Daerah
dengan BRJS Kepala Bidang Rumah
dan Jamkeskot Kesmas Salkit
yang Masyarakat
membutuhkan
waktu lama o
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¢. Analisis Risiko

1)

2)

Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko Setelah
Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah
berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan.
Sebagai contoh, analisis risiko atas Urusan Wajib pelayanan Dasar
bidang Kesehatan pada Kabupaten XYZ dilakukan melalui metode
CSA. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masingmasing
peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan
kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara
menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan
kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan
total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan
kemungkinan risiko.
Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko, sebagaimana Form 9
Memvalidasi risiko
Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah
selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan
tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional OPD
dikomunikasikan kepada Kepala OPD wuntuk divalidasi dan
diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani.
Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi® dan
“tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani.
Form 9
Formulir Hasil Analisis Risiko

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Tahun Penilaian : 2018

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Asnabisis Risiko
No Risiko yang Teridentifikasi Kode Risiko Skala Skala Skala
Dampal Kemungkinan Risiko
I | Risiko Gtrategis
Penerapan Perilaku Hidup Bersih 3 3 9
1 | oot e RSP 19.01.01.01 3
Pelayanan keschatan belum
.01.01. 15
2 memenuhi SPM Bidang Kesehatan REP 12.01.01.02 5 s
Kurangnya ibu hamil bergizi rendah
3 RSP 19.01.01.03 3 3 9 |
yang tidak diperikaa oleh posyandu |
[bu hamil melahirkan tidak di _]
R 01.01.04 3 15
4 fasilitas Tocachetan 3P 19.01 5
II | Risiko Strategis OPD 1: Dinas Keschatan
Penggunaan layanan kesechatan
rendah (Persalinan tidak dilakukan
19.01.05.01 4 3 12
1 pada faskes, kunjungan ibu hamil =0
tidak teratur) B
Kualitas pelayanan APN tidak sesuad
— 01.05.0 8
] SPM RS0 19.0 2 4 2
Sarana pendukung ANC kurang
3 memadai RS0 19.01.05.03 4 4 16
4 | Mutasi tenaga kesehatan terlatih RS0 19.01.05.04 4 3 12
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Kurangnya jumlah tenaga kesehatan
yang professional

th

RS0 19.01.05.05 3 3 k.

Kurangnya kualitas tenaga
keschatan yang profesional
Ibu hamil melahirkan tHdak di
7 - .01.05,

fasilitas kesehatan (puskesmas) RSO 19.01.05.07 o 3 15

II | Risiko Operasional OFD 1: Dinas Keschatan

R50 19.01.05.06 3 3 9

Pertanggungjawaban tidak tepat ROO 19.01.05.01 4 e 12

Pengadministrasian Hdak tepat

waiktu ROO 19.01.05.02 4 2 . &

Laporan realigasi kenangan
triwulan: kesulitan mengumpulkan
3 administrasi syarat pencairan, yaitu ROO 19.01.05.03 5 2 10
kelengkapan klaim, berupa
dokumentasi

4 | Kegagalan mengidentifikasi ROO 19.01.05.04 4 3 12
permasalahan

Data ibu hamil miskin yang belum
memiliki jaminan kesehatan lainnya
dari kecamatan dan kelurahan
belum ada

ROO 19.01.05.05 3 3 15

Perhitungan kebutuhan dana tidak
tepat

ROO 19.01.05.06 2 2 4

Proses cross check data dengan
T BPJS dan Jamkeskot yang ROO 19.01.05.07 3 2 [
membutuhkan waktu lama

Adanya pasien yang maszih
8 | dikenakan biaya oleh RS/Bidan ROO 19.01.05.08 3 1 3
(double claim)

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiren 6a dan 65

Kolom 4 diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata fmodus skala dampak yang
diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala
kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan tersebut
diperoleh hasil sebagaimana disajikan Matriks Analisis Risiko berikut :

Urusan Wajib Pelayanan dasar Bidang Kesehatan

Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko untuk tujuan strategis
“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”, maka Daftar Risiko
Prioritas Kabupaten XYZ adalah sebagai berikut:
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Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Tahun Penilaign : 2018

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom ¢ diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala riziko (sesuai lampiran 7)
Kolom e diisi dengan skala dengan pemilik risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom f diisi dengan penyebab sesuai lampiran 6a dan 6b

KEolom g diisi dengan dampak sesuai dengan lampiran Ga dan 6b

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
LR, e T R B i LR =2 B g Lroiet G
1 | Risiko Strategis
1.
Pelayanan (Puskesmas . Kasus HIV meningleat
——— RSP K PONED tidak | Kasus TB meningkat
1 mmm‘. ra—y 19.01.01. | 15 D"p“l‘“] tersedia Angka kejadian
bi lm“ kesel oz 2. Jumlah tenaga | penyakit tidak
kesehatan menular (FTM) tinggi
belum memadai | Angka kejadian
(Tenaga penyalkit menular
Laboratium) tinggi
Anghs stunting tinggl |
Tidak seluruh bayi | RSP Keprala Kurangnya Bayi tidak mendapat
2 | mendapat imunisasi | 19.01.01. | 15 e :"mmn Kain | imunisasi yang
yang cukup 04 S gadaan memadai dan lengkap
O | Risiko Strategis OPD 1
1. Alat pendukung
ANC ridak
dikalibrasi
Sarana pendukung RSO Eepala Q. Regen dan alat | Kualitas pelayanan
1 ANC kurang 19.01.05.0 | 16 Dinas pendulkung ANC | ANC tidak sesuai SPM
memadai 3 kurang kesehatan
3. Tenaga
laboratorium di
puskesmas
Kurangn
Tbu hamil s i
. . RS0 anggaran untuk Meningkatnya,
T Kemresir taak di | le02020 | 15 Sepala | pengadaan kematian ibu dan bayi
(pual 7 fasilitas saat melahirkan
puskesmas
I | Risiko Operssional OPD 1: Dinas Kesehatan
Data ibu hamil
miskin yang belum
memiliki jaminan ROO Kurangnya
1 kesehatan lainnya 19.01.05.0 | 16 gfdp;]: koordinasi dengan PETENCATAGT Lgrang
dari kecamatan dan | 5 & | Dinas Sosial fepat
kelurahan belum
ada
Keterangan:

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani,
pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk

keduanya.

menurunkan kemungkinan munculnya

risiko

(preventif),

menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau



3)

Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan
Ikhtisar Evaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

| mwmmmm erkoit dengon feiko yang
fan s dipricritoskon untuk ditongani {dinstola) ! n
- nbprial ededtiNtos

pengendalion yang od
= Mengldentifitas pangendalian yang -mdhdh:ruum.fmw
Ketucron e mmmmmmmm

PelakscnalPitok Teroalt wmm
= ‘Fekoo okl Koordingtor
- m;mm Risfec Tingkot Esedon 2 (Kepola OPDSKPD dan Kabogf toabid

= FoslEtotor
Frategis (Enthas) oFD

= Undt Parmilic Risiko Tingioat Esedon |, dan 2

= Unit Pamilik Riefkco Tingkot, Esslon 3 don 4
= Fasliitator

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian

kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam

rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan
prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya.

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun
belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;

¢) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;

d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan
diatasnya.

Sebagai contoh, dalam penilaian risiko operasional Dinas

Kesehatan pada Kabupaten XYZ, langkah ini dilakukan sebagai

berikut:

a) Risiko Operasional: Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki
jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan
belum ada

b) Kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko ini adalah
Juknis Penggunaan DAK Non Fisik (Permenkes Nomor 3 Tahun
2019).

c] Penilaian efektivitas pengendalian yang ada dan kelemahan
pengendalian (celah pengendalian). Celah pengendalian ini
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contohnya seperti pengendalian yang ada belum mampu
menangani risiko yang ada, pengendalian yang ada tidak sesuai
dengan peraturan diatasnya, pengendalian belum diikuti dengan
prosedur baku yang jelas, pengendalian belum dilaksanakan,
atau pengendalian masih lemah (masih ada risiko lain yang
timbul).

d) Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan
Beberapa kebijakan yang masih perlu dibangun oleh Pemerintah
Kabupaten XYZ untuk menangani risiko pada Urusan Wajib
Kesehatan antara lain adalah Evaluasi atas Implementasi
(Permenkes Nomor 3 Tahun 2019).

e¢) Penetapan penanggung jawab pengendalian yang dibutuhkan
Penanggung jawab pengendalian yang dibutuhkan terdiri dari
pihak-pihak yang berkompeten, berwenang, dan terkait dalam
membangun pengendalian, yaitu Kepala Bidang.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

likhtisar Penyusunan RTP
Tujuan = Mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendatian (RTP} untuk menganas
l‘hmmnnng_ L=

Mengidentifikasi RTP untuk Mmengatas risike poda tngkat strotegis
pamerintah daerch, tinglkat strategis (entitas) OPD, don tngkat openasional
oPD

Peloksana/Mihok Terkoll © - Strotegis Pemaerintoh Dosroh
- Kapala Doerah
- Sakdao sedoku kordirnoator
= Unit Pangeloala Rislko Pemda (Kepolo dosroh don kepaio 0PDJ skpo)
- FoslBtator
strotegis (Entitas) OPD
- Kepaia OPD

= Unit Pamiilk Risiko Tingkat sealon | atou 2 (Kepala OPDISKPD dan Kabog
ksbsicl

- Fasiitator {opsional}

Operasional OFD

- Kepaio OPD
= Uinit Pamillikc Risiko Tingkot Esslon 3 atau 4 OPD
= Fasilltotor (opahkonai)
! 1 . e b E e e
¥ whhm#mmmmmmw
Sumbsrdotoutoma - CEAJFGD

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk
membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi
kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko
prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan
RTP sebagaimana digambarkan berikut :
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a)

Merumuskan

Tindakan untuk

Lingkungan Pengendalian
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah
teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Sebagai
contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian
intern yang disajikan dalam Lampiran Form 2, selanjutnya
disusun Rencana Tindak Perbaikan sebagaimana berikut :

Mengatasi

Kelemahan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ

Tahun Penilaian : 2018

Kabupaten XYZ tidak
berjalan sebaimana
mestinya yaitu
ketentuan mengenai
praktek Dokter

Kondisi Lingkungan Rencana Tindak ; Target R
No Vang Pengendalian : Fnanggung Walkitu Walkta
Kurang Memadai Ilﬁmkﬂnm! ; Jawal | penyeiossian | Penyelesaian
I Penegakan Integritas dan Nilai Risiko
1 Banyak terjadi Analis/kajian Inspektorat Triwulan I1 | Triwulan I
pencopotan/ mutasi kelemahan Daerah 2019 2019
pejabat dasrah karena | pengendalian
tersanglut kasus kepatuhan
hukum hukum
O | Komitmen Terhadap Eompetensi
1 | Pegawai belum Penyusunan BKPSDM Triwulan 111 | Triwulen NI
ditempathan sesuai peta kompetensi 2019 2019
dengan kompetensi dan perbaikan
dan pengalaman 80P
penempatan
pegawai
2 Kualifikasi dan Relkrutmen Dinas Triwulan [l | Triwulan I
kompetensi dekter dokter dan Kesehatan 2019 2019
serta tenaga tenags
kesehatan di RSUD kesehatan
Kabupaten XYZ
belum memenuhi
kebutuhan akan
pemberian pelayatan
kesehatan di era JKN
I | Kepemimpinan yang Kondusif
1 Pimpinan belum Penyusunan Sekda Triwulan [ Triwulan I
menetaplan kebijakan 2019 2019
kebijakan pengelolaan | pengelolaan
risiko risiko
2 | Rencana strategis dan | Penilaian risiko Sekda Triwulan [ | Triwulan |
rencana kerja pemda TEMCANA BPFD 2019 2019
belum menyajilan strategis dan
informasi mengenai rencana kerja
risiko
|3 Pelayanan pasien Evaluasi Inspektorat Triwulan [ | Triwulan I
BPJS di Kabupaten pemberian Daerah 2019 2019
XYZ belum optimal layanan dan
dan terdapat regulasi | kepatuhan
Dinas Kesehatan regulasi




Kolom a dnm dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian vang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
Holom d diisi dengan unit penanggungiawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom e diisi dengan tarpet waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

IV | Penyusunan dan Penerapan w__munﬁhm BDM
1 | Pemda belum Sosialisasi Selada Setiap Setiap
menginternalisasi budaya rigiko bulan bulan
budaya sadar risiko pada setiap
rapat bulanan
2 Belum terdapat Kajian BKPSDM Triwulan I | Triwulan I
pemberian reward TANCangan 2019 2019
dan/atau punishment | pemberian
atas pengelolaan reward dan fatan
rigiko punishment atas
pengelolaan
rigiko
3 Evaluasi kinerja Kajian BEPSDM Triwalan [ | Triwulan [
pegawad belum Tancangan 2019 2019
dipertimbangkan perhitungan
dalam perhitungan hagil kinerja
penghasilan terhadap
penghasilan
4 Anggaran EKebijakan BEPSDM Triwulan I | Triwulan [
pengembangan SDM efisiensi 2019 2019
belum memeadai PENEEUNAAT
| ANgEAran
5 Pemerintah Penyusunan Dinas Triwulan II | Triwulan [
Kabupaten XYZ Strategis Kesehatan 2019 2019
belum memilild pemenuhan dan
strategi dalam pendistribusian
pemenuhan dan SDM Kesehatan
pendistribusian SDM | (Rekomendasi
Kesehatan di BPK)
Puskesmas
6 | Pemenuhan tenaga Perbaikan RSUD Triwulan II | Triwulan [
kesehatan di RSUD system Kabupaten 2019 2019
Kabupaten XYZ pemenuhan XYZE
belum tenaga
memperhatiban kesehatan di
tinglkat kebutuhan RSUD
dalam pemberian Kabupaten XYZ
pelayanan kesehatan (Rekomendasi
BPK]
| V| Perwujudan Peran APIP yang Efektif
Inspektorat Daserah Perbaikan Inspektorat Triwulan I | Triwulan |
belum melakukan prosedur Daerah 2019 2019
audit kinerja atas PENZAWASATL
penyelenggaraan kinerja dan
urusan kesehatan penyusunan
dalam tingkat PKPT
strategis Inspektorat
Daerah
E‘ &

b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam
Rangka Mengatasi Risiko.
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian
yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan
pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan
respon risiko.
Respon risikc membantu instansi pemerintah dalam
memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk
memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan
tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:
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1)

2)

3)

4

5)

Menghindari Risiko (Avoid)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai
atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan
risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat Jjika
individu atau instansi bersifat menolak risiko.
Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat
meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau
mengakibatkan hilangnya peluang memeroleh manfaat.
Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko
(Abate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah
kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan
terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain
yang juga digunakan adalah pencegahan (prevention).
Mengubah/Mengurangi  Konsekuensi/Dampak  Risiko
(Mitigate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi
konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi
berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah
penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut
dalam satu istilah,yaitu mengurangi risiko (reduce).
Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau
berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain
meliputi  kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur
organisasi seperti kemitraan dan joint ventures untuk
menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait
dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya
akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul,
misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik
keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang
mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi
lain yang memeroleh transfer risiko tersebut tidak dapat
mengelola risiko itu secara efektif,

Menerima atau Mempertahankan Risiko (Accept/Retain)
Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko
tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat
terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang
lebih baik, selain menerima risiko tersebut. RTP tersebut
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ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah,
strategis (entitas) OPD, dan operasional.

Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian
yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab,
dan Target Waktu Penyelesaian.

Sebagai contoh pada penilaian risiko untuk tujuan strategis

“Meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat”

disajikan

berdasarkan Form 10 (kolom g-i), selengkapnya kegiatan
pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam
form 10.

Contoh Rencana Pengendalian untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Tahun Penilaian : 2018

Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Uraian Rencana N t

- Pu;y@.m Kode . = Celah sy Pemilik/ m

e Rishko | g Sudah Ada | TeVESMdalian | o edalian | PEnanggungiawab Penyelesaian

I Risiko Strategis
Pelayenan | RSP S0P Prosedur Recruitment | Kepala Daerah | Triwulan IV
Kesehatan 19.01.01. | Pertalongan pengendalian | tenaga 2019
belum 02 Pergalinan tidak dapat honorer
memeniuhi dilaksanakan | kesehatan
SPM Bidang
Kesehatan

2 Ibu hamil RSP Perkada Kuantitas Recruittment | Kepala Daerah Triwulan 1V
melahirkan 19.01.01. | tentang SDM nakes nakes cqg, Ka BKPSDM | 2019
tidak di 04 Analisis yang terlatih
fasilitas Kebutuhan kurang
kesehatan Pegawai

o Risiko Strategis Dinas Kesehatan

1 | Sarana | RSO SCP Kalibrasi | Prosedur Evaluasi atas | Kepala Dinas Triwulan |
pendulung 19.01.05. | Alat pengendalian | Implementasi | Kesehatan 2019
Ante Natal 03 belum s0p
Care [ANC) dilaksanakan | Kalibrasi Alat
kurang
memadai

Standar Prosedur Evaluasi atas | Kepala Dinas Triwulan II
Pelayanan pengendalian | Implementasi | Keschatan 2019
Puskesmas belum Btandar

(Permenkes dilaksanakan | Pelayanan

Nomor 75 Puskesmas

Tahun 2014}

2 | Ibu hamil RSO S0P Kualitas Mengadakan | Kepala Dinas Triwulan I
melahirkan 19.01.02. | Penanganan S5DM Nakes pelatihan Kesehatan 2019
tdak di 06 ibu bersalin yvang terlatih | nakes
fasgilitag yang kurang
kesehatan menyebutlan
ipuskesmas) bahwa setiap

ibu
melahirkan di
faskes dan
ditangani
nakes terlanh
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Risiko Operasional Dinas Kesehatan

—

Data ibu hamil
miskin yang
belum
mernilild
jaminan
kesehatan
lainnya dan
kecamatan
dan kelurghan
belum ada

ROO
19.01.05.
03

Jukenis
Penggunaan
DAK non Fisik
(Permenkes
nomor 3 tahun
2019)

pengendalian

dilaksanakan

Evaluasi atas
Implementasi
(Permenkes
Nomor 3
Tahun 2019)

Kepala Bagian

Triwulan 11
2019

Dikaitkan dengan respon risiko, maka pengendalian yang

dibangun yang dicontohkan seperti diatas dari
“mengubah /mengurangi munculnya risiko (abate)”
Form 10
Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih
Dibutuhkan
| Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Tahun Penilaian : 2018
Tujuan Strategis : Meningkatlean Dernjat Kesehatan Masvarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Pernyataan Kode Ll Celah Renoana Pemilik/ Target
Ne Risiko Risiko Pengendalian | o o dakian Tindak Penanggungawab lalrt
yang Sudsh Ada Pengendalian EEang Penyelesaian
I Risiko Strat
1 | Pelayanan RSP sop Prosedur Recruitment | Kepala Dacrah Trivwulan IV
Kesehatan 19.01.0 | Pertolongan pengendalian | tenaga 2019
belum 1.02 Persalinan tidalk dapat honorer
memenuhi dilaksanakan | kesechatan
SPM Bidang
Kesehatan
2 Ibu hamil RSP Perkada Kuantitas Recruitment | Kepala Daerah Triwulan IV
melahirkan 19.01.0 | tentang SDM nakes nakes cq. Ka BEKPSDM 2019
tidak di 1.04 Analisis yang terlatih & Ka Badan
fasilitas Kebutuhan kurang Dildat
kesehatan Pegawai
I | Risiko Strategis Dinas Kesshatan
I Sarana RSO SOP Kalibrasi | Prosedur Evaluasi atas | Kepala Dinas Triwulan |
pendukung 19.01.0 | Alat pengendalian | Implementasi | Kesehatan 2019
Ante Natal 3.03 belum S0P
Care [ANC) dilaksanakan | Kalibrasi Alat
kurang
memadai
Standar Prosedur Evaluasi atas | Kepala Dinas Triwulan I
Pelayanan pengendalian | Implementasi | Kesshatan 2019
Puskesmas belum Standar
(Permenkes dilaksanakan | Pelayanan
MNomor 75 Puskesmas
Tahun 2014) N
2 Tbu hamil R3O0 80P Kualitas Mengadakan | Kepala Dinas Triwulan 11
telahirkan 19.01.0 | Penanganan SDM Nakes pelatihan Keschatan 2019
tidak di 2.06 ibu bersalin yang terlatih | nakes
fasilitas yang kurang
kesehatan menyebutian
ibu
melahirkan di
faskes dan
ditangani
nakes terlatth
Il | Risiko Operasional Dinas Kesehatan
1 Data ibu hamil | ROO Juknis Prosedur Ewaluasi atas | Kepala Bagian Triwulan H
miskin yang 19.01.0 | Penggunaan pengendalian | Implementasi 2019
beham 5.05 DAK non Fisik | belum [Permenkes
memlika (Permenkes dilaksanakan | Nomor 3
Jjaminan nomor 3 tahun Tahun 2019)
kesehatan 2019)
lainnya dari
kecamatan
dan kelurahan
belum ada

S0




Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom ¢ diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendslian-pengendalian yang sudah ada/terpasang, Agar diungkapnya ddak
hanya nama SOP nya, contoh 3OP Pemeliharaan Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan alasan tidak efeletf :

(1} Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang

teridentifikasi

(2) Prosedur pengendalian belum,/tidak dapat dilaksanakan

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas

{4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan yang diatasnya

Kolom T diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Holom g diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk metiyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

c)

d)

Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana
Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan
lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan
kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan
bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama
atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu,
pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut
dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan
pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi
rencana tindak perbaikan pengendalian.

Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan
informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak
yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan
menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Contoh form rancangan pengomunikasian pengendalian yang
dibangun disajikan sebagai berikut :
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Contoh selengkapnya bentuk form rancangan
pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan
dalam Form 11.

Form 11

Kolom b dilgl Gl Ketmmingan iomitsdhen, seperti kntarngon peiksonaon don tndakdanjiaAmyg, kegiokn CEumeriEinyn, 3800 ibengan o,

€) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP
Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme
pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa
risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang
telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.
Contoh form rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan
dalam Form 12.

Form 12

Hama Permestinksl Dasstah = Pemerintah Kabupsten KKYT
o roal
| Meninglation Denaat Ketehatsn Marsyarskat
© Uizian Wiaih . Dwzar B g Kasehtaian

muﬁdﬂwmw -

K dhengon Eagioban Penpundn| Ditiutkon
Kosom ¢ glitgi m.ﬂmmmuﬂmmm
Ik i ikl Jowah Pamcriounn

Eipom el cengeem KINTOngrn Rmexshan, sepert nsterongan hosl mgeotnr, pemasioin, Eeirisanaa mandoning, prdo: e, et % dan
D e

3. Kegiatan Pengendalian
Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang

akandilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada,
langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana
Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian
meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:
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a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari
RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi
risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan
dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan
dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;

1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan
perundangundangan kebijakan pengendalian, dan prosedur
operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur
pengendalian yang akan dibangun;

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang system
pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat
membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian
serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan
apabila diperlukan.

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;

o) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian
berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;

6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat,

instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur

ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh
seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
4. Informasi dan komunikasi
Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal
dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko,
dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan
kegiatan = pengendalian, setelah  pemerintahdaerah  menyetujui
infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalamrangka
mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu
mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak
terkait misalnya Kepala OPD, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan,
dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah
disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala

OFD, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai

rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.
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Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas
pemberlakuan kebijakan;

b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara
lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang
berkepentingan;

¢. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan
undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto
pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan
pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan
Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan
pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko
Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko
strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon
2 untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) OPD, dan
risiko operasional OPD. Contoh pencatatan realisasi pengomunikasian
disajikan sebagai berikut :

Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari
kepala daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon 1 atau Eselon 2), Kepala
Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub
Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan
kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah
daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan
risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak
sebagai unit kepatuhan pada OPD. Pemantauan dilakukan untuk
memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai
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dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian,
proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait
dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak
Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme
pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur
pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian
bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang,
telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan
dapat menggunakan lampiran 5 Form 9 Rancangan Monitoring dan Evaluasi

atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya (kolom {-g).

Kok o dissl dengan nomor usut

Yihorr: g disi dengon Keberangan tomixahan, separti ketemngan heasl lsgioton pemantouon, peicksancan monitoring, pendolumentosion, pendistribasion, dan

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah
teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan
mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta
pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian
risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Form
pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan
Form 12,

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk
pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh
Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko
Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD, dengan cara menuliskan
realisasi kejadian risiko yang dapat diilustrasikan sebagai berikut :
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Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Tahun Penilaian : 2018

Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Ma.u].mmkat

Uruuan Pemmutalmn Umu.an w lb Peln 3

1 Pelayanan RSP S0P Prosedur Recruitment Kepala Daerah Trwulan IV
Kesehatan 19.01.01.0 | Pertolongan pengendalian tenags 2019
belum 2 Persalinan tidak dapat honorer
memenuhi SPM dilaksanakan keschatan
Bidang
Kesehatan

2 Ibu hamil RSP Perkada Kuantitas SDOM | Recruitment | Kepala Daerah eq. | Triwulan IV
melahirkan 19.01.01.0 | tentang nakes yang nakes Ka BEPSDM & Ka | 2019
tidak di fasilitas 4 Analisis terlatih kurang Badan Diklat
kesehatan Kebutuhan

L Pegawai

11 | Risiko Strategis Dinas Kesehatan

1 | Sarana RSO SOP Kalibrasi | Prosedur Evaluasi atas | Kepala Dinas | Triwulam [
pendukung Ante | 19.01.05.0 | Alat pengendalian Implementasi | Kesehatan 2019
Natal Care (ANC) | 3 belum S0P
kurang memadai dilaksanakan Kalibrasi Alat

Standar Prosedur Evaluasi atas | Kepala Dinas Triwulan I1
Pelayanan pengendalian Implementasi | Kesehatan 2019
Puskesmas belum Standar

(Permenkes dilaksanakan Pelayanan

Momor 75 Puskesmas

Tahun 2014

2 Tbu hamil RSO S0P Kualitas SDM Mengadakan | Kepala Dinas Triwulan IT
melahirkan 19.01.02.0 Penanganan Nakes yang pelatihan Kesehatan 2019
tidak di fasilitas & ibu bersalin terlatih kurang | nakes
kesehatan yang
[puskesmas) menyebutian

bahwa setiap
ibu
melahirkan di
faskes dan
ditangani

_| nakes terlatih

IIl | Risiko Operasional Dinas Kesehatan

1 Data ibu hamil ROO Juknis Prosedur Evalussi atas | Kepala Bagian Triwulan I
miskin yang 19.01.05.0 | Penggunaan pengendalian | Implementasi 2019
belum memiliki 5 DAK non Fisik | belum [Permenkes
jaminan (Permenkes dilaksanakan Nomor 3
kesehatan nomor 3 tahun Tahun 2019)
lainnya dari 2019)
kecamatan dan
kelurahan
behum ada

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap
tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Penanggung Jawab

Pengawasan Pengelolaan Risiko.




IV. Pelaporan

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah

perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko setidaktidaknya

berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan

Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis
pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan
penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko
atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan
Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit
Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan
kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis
pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang
terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis
(entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala
OPD dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan.
Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh
Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis
OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko
Tingkat Eselon 2.
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan
yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan:

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan
yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2. Laporan Tingkat OPD, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan
Operasionalsesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD
Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan
Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap
OPD Tahunan.
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3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah
Daerah Triwulanan;
b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah
Daerah Tahunan.
Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit Kepatuhan
Internal
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko
disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala
Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BUPATI PINRANG

IRWAN HAMID



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68

